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ABSTRAK 

Penelitian ini menganalisa tentang “Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong 

Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 

46 Tahun 2016 di Kabupaten Pati”. Pemerintah Daerah diberi kesempatan untuk 

mengurus sendiri urusan pemerintah sesuai dengan otonomi dan tugas pembantuan. 

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Satuan Polisi Pamong Praja yang 

merupakan aparat pemerintah daerah, membantu dalam penegakan peraturan 

daerah dalam bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Salah satunya 

mengenai Penertiban Pedagang Kaki Lima. Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam 

penertiban Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Pati, serta kendala yang dihadapi 

Satuan Polisi Pamong Praja dan solusi mengatasi kendala.  

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yakni dengan 

menelaah mengenai teori, konsep, asas hukum serta peraturan perundang-undangan 

yang berhubungan dengan penelitian ini. Spesifikasi bersifat deskriptif analitis 

yaitu dengan cara mengumpulkan data-data sebenarnya kemudian data tersebut 

disusun, diolah, dan dianalisis. Jenis data adalah data sekunder. Metode 

pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan wawancara. Metode analisis data 

menggunakan analisis kualitatif yaitu data yang diperoleh kemudian di susun secara 

lengkap, sistematis, dan juga konsisten.  

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penertiban Pedagang Kaki Lima 

di Kabupaten Pati merupakan bagian dari tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong 

Praja dalam bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Dalam 

pelaksanaan tugas dan fungsinya untuk menertibkan Pedagang Kaki Lima, Satuan 

Polisi Pamong Praja menggunakan tahapan sosialisasi dan penertiban. Pelaksanaan 

penertiban Pedagang Kaki Lima mendapati ada kendala internal yakni 

keterbatasannya sumber daya manusia anggota Satuan Polisi Pamong Praja serta 

Sarana dan Prasarana. Adapun juga terdapat kendala eksternal yang dihadapi antara 

lain rendahnya kesadaran Pedagang Kaki Lima mengenai peraturan dan kurangnya 

sosialisasi dari instansi terkait. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pati juga 

telah berusaha memberikan solusi terhadap kendala yang dihadapi dengan 

memberikan pelatihan anggota, melaksanakan sosialisasi dan mengintesifkan 

koordinasi dengan dinas terkait. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan kinerja 

Satuan Polisi Pamong Praja khususnya dalam penertiban  Pedagang Kaki Lima. 
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